
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: dip TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak
berhak untuk mendapatkan perlindungan dari
penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat
manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia:

b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan
dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat
sering mengalami permasalahan yang melanggar hak
asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya
agar terpenuhi hak-haknya:

c. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan
bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah
perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah
perlindungan perempuan dan anak:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
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Mengingat

Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak,
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang1

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4419):
.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang2.

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di

Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348),
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta4.

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573),
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang5.

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

451:
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532),
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor

21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1):

9. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 Susunan

Organisasi, Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Barat Tahun 2021 Nomor 95),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Dinas adalah Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman
Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pasaman Barat.
Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pasaman Barat.

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pasaman Barat.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
di bentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan
dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus
dan masalah lainnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya disingkat Kepala
UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman
Barat.

Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kabupaten Pasaman Barat.
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(1)

(2)

(3)

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan

Anak pada Dinas.
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan klasifikasi A.

Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana
sebagai kegiatan teknis operasiona! dan/atau kegiatan teknis penunjang
Dinas.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Dinas.
Sub Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

(1

(2)

(3)

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A
terdiri dari :

a. Kepala UPTD,
b. Sub Bagian Tata Usaha,
c. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
d. Pelaksana (Mediator dan konselor).
Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

1

(2)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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(1)

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak

yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya.
UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan :

a. pengaduan masyarakat,
b. penjangkauan korban,
Cc. pengelolaan kasus,
d. penampungan sementara,

(2)

mediasi, dan

Pendampingan korban.

Pasal 6

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan
perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainya,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan
penyelenggaraan layanan di UPTD PPA,

b. penyusunan program kerja di UPTD PPA,
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus,
d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA,
e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam

lingkungan kerja UPTD PPA, dan

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melakukan :

a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran,
b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan,

e.

f.

(1

(2)
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penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia:
pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban:
pelaksanaan kerumahtanggaan: dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA sesuai

d.

e.

£

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
Pelaksana terdiri dari :

a.

(1)

Konselor, mempunyai tugas.
Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan Psikologi dan atau hukum
untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga dapat
melakukan kegiatan normal kembali.

Mediator, mempunyai tugas.
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai
penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang

b.

berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undang.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk.
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan

(1

(2)

(3)

(4)

(S)

Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib :
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a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi serta kerja
sama baik di lingkungan internal maupun eksternal:

b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan,
serta petunjuk bagi pelaksaan tugas bawahan:

c. melaksanakan sistem pengendalian internal,
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi

dengan:
a. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan

kesehatan lainnya,
b. Balai pemasyarakatan:
Cc. Kepolisian sector, kepolisian resort, kepolisian daerah,
d. Kejaksaan negeri,
e. Pengadilan negeri,
f. Balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja

Indonesia (BP3TKI):
g. Kementerian agama,
h. Kantor wilayah kementerian hukum dan HAM: dan
i. Lembaga pembinaan khusus anak.

Pasal 11

Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 12

(1) Setiap pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan secara berjenjang.

(2) Kepala UPTD menyampaikan laporan tugas kepada Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.

8



BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13
Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman
Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat,
Pada tanggal 4 10li 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,

29“ -:
HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat,
Pada tanggal 4 Yuli 2022

SEKRETARIS. DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA
BERITA DANRAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 49

No Pejabat Tanggal Pasaf
1 | Wabup Nu
2 | Sekda
3 | Ass IlI
4 Kabaz Orgs

V“

'-
Hi
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR :40 TAHUN 2022

NG FAO 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA UPTD

| |

KELOMPOK JAB. KEPALA SUB. BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA

PENGADMINISTRA PENGEMUDI
SI UMUM

PENJAGA —
KEAMANAN

| |

KONSELOR PENJAGA ASRAMA MEDIATOR

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

No Pejabat Tanggal Pargf |
1 | Wabup KVo
2 | Sekda W

,

3 | Ass III
4 | Kabaz Orgs “


